
 

 
 

 
 
 

 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR  61 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG IZIN 
USAHA JASA KONSTRUKSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Izin 

Usaha Jasa Konstruksi telah diatur melalui Peraturan 
Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Usaha 
Jasa Konstruksi; 

 
  b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan 

penyempurnaan mengenai pembagian sub klasifikasi 

bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, perlu 
mengubah peraturan bupati sebagaimana dimaksud 

pada huruf a; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Izin Usaha Jasa Konstruksi. 
    
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan 

Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 

    
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
    
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

    
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
    
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

    

  7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5589); 
    
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat 
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5092); 
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  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 

    
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3957); 

    
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78,Tambahan 
Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4408); 

    
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

    

  13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/JasaPemerintah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/JasaPemerintah;  
    
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

    
  15. Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 

04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan 

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

195); 
    
  16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub klasifikasi 
dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi; 

    

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 
tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2007 Nomor 17); 
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  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 

Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2011 Nomor 16); 
    
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 

Nomor 21); 
    

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai 

Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2008 Nomor 3); 

    

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 
Tahun 2011 tentang IzinUsaha Jasa 

Konstruksi(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2011 Nomor 14); 

    

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan 

Informasi Publik dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2012 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG 
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

 
 

Pasal  I 

 
Beberapa ketentuan dalam Lampiran I mengenai Rincian 
Pembagian sub-klasifikasi usaha pelaksana konstruksi 

Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2012 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Jasa 
Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 
Nomor 19), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 

dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
 

 
 Ditetapkan di Soreang 
 Pada tanggal 28 November 2014 

  
 BUPATI BANDUNG, 
  

 TTD 
  

  
 DADANG M. NASER 
  

 
 

 

Diundangkan di  Soreang  

Pada tanggal 28 November 2014 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

TTD  
  

  
SOFIAN NATAPRAWIRA  
  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN  2014  NOMOR  61 
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